BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan  Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera



Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teLah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang

Peiaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten
tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);



Menetapkan :

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun
2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

(1)

Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran,;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan

Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (1) huruf a tahun 2022 sebagai berikut :



a. Pendapatan Rp. 2.380.578.642.455,22

b. Belanja Rp. 2.298.684.886.504,21
Surplus/ (Defisit) Rp. 81.893.755.951,01
c. Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 370.568.251.380,00
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.750.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 366.818.251.380,00
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (147.413.875.924,22) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah Rp. 2.233.164.766.531,00

Perubahan
b. Realisasi Rp. 2.380.578.642.455,22
Selisih kurang Rp. (147.413.875.924,22)

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 277.543.123,397,79 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja setelah Rp. 2.576.228.009.902,00

Perubahan
b. Realisasi Rp. 2.298.684.886.504.,21
Selisih lebih Rp. 277.543.123.397,79

3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp.(23.755.008.009,00) dengan rincian sebagai

berikut :

a. Anggaran Penerimaan Rp. 346.813.243.371,00
Pembiayaan setelah Perubahan

b. Realisasi Rp. 370.568.251,380,00
Selisih kurang Rp. (23.755.008.009,00)

4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Rp. 3.750.000.000,00
Pembiayaan setelah Perubahan
b. Realisasi Rp. 3.750.000.000,00

Selisih Rp. 0,00



S)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp. (23.755.008.009,00) dengan rincian sebagai

berikut :
a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp.
setelah Perubahan

b. Realisasi Surplus / (Defisit) Rp.

343.063.243.371,00

366.818.251.380,00

Selisih kurang Rp.

Pasal 4

(23.755.008.009,00)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember

Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.

b. Penggunaan SAL sebagai Rp.
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

c. Subtotal I Rp.

d. Sisa Lebih/Kurang PembiayaanRp.
Anggaran (SiLPA/(SiKPA)

e. Subtotal II Rp.

f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp.
Tahun Sebelumnya

g. Lain — Lain Rp.
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.

Pasal 5

370.793.051.380,00
(370.568.251.380,00)

224.800.000,00
448.712.007.331,01

448.936.807.331,01
(224.800.000,00)

0,00
448.712.007.331,01

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2022 sebagai berikut :

PENDAPATAN-LO Rp

a. Pendapatan Asli Daerah-LO Rp.

b. Pendapatan Transfer-LO Rp

c. Lain-lain Pendapatan Daerah  Rp.
yang Sah

BEBAN Rp

. 2.493.159.598.728,32
178.592.548.488,54
. 2.242.232.690.318,78
72.334.359.921,00

. 1.835.194.995.068,05

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Rp.

SURPLUS/DEFISIT DARI Rp.
KEGIATAN NON OPERASIONAL

a. Surplus Penjualan Aset Rp.

657.964.603.660,27
221.625.000,00

0,00



Non Lancar — LO

b. Surplus dari kegiatan Non Rp. 0,00
Operasional lainnya - LO

c. Defisit Penjualan Aset Non Rp. 221.625.000,00
Lancar - LO

d. Defisit dari Kegiatan Non Rp. 0,00

Operasional Lainnya - LO
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM Rp. 658.186.228.660,27
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT DARI Rp. 0,00

POS LUAR BIASA - LO

SURPLUS/DEFISIT - LO Rp. 658.186.228.660.27
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Rp. 3.313.572.693.698,27
b. Surplus/Defisit LO Rp. 658.186.228.660,27
c. Dampak Kumulatif Rp. 0,00

Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar

- Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00

- Lain — Lain Rp. 9.524.355.304,96

Jumlah Dampak Kumulatif Rp. 9.524.355.304,96

d. Ekuitas Akhir Rp. 3.981.283.277.663,50
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufe

per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.993.265.274.668,54
b. Jumlah Kewajiban Rp. 11.981.997.005,04
c. Jumlah Ekuitas Rp. 3.981.283.277.663,50

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. 3.993.265.274.668,54

Pasal 8



Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per Rp. 370.906.054.148,00
1 Januari 2022
b. Arus Kas Bersih Rp. 729.295.212.457,01

Dari Aktivitas Operasi
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Rp. (647.401.456.506,00)

Investasi

d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Rp. (3.750.000.000,00)
Pendanaan

e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Rp. (258.199.286,39)
Transitoris

f. Saldo Kas Akhir per Rp. 448.791.610.812,62

31 Desember 2022

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos

pos Laporan Keuangan.
Pasal 10

Pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah ini, terdiri dari
1). Lampiran I :  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
terdiri atas;
Lampiran I.1 :  Ringkasan LRA menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 :  Ringkasan APBD yang
diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
Lampiran 1.3 :  Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;



2).

3).
4).
5).
6).
7).

8).

9).

10).

11).

12)

13).

14).

15).
16).
17).
18).

19).

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Rekapitulasi  realisasi  belanja

menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program,

kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran

lebih;

Laporan operasional;
Laporan perubahan ekuitas;
Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang
daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan

piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir

dan penyisihan dana bergulir;

Daftar Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan

aset tetap daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi

Dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulsi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar sub Kegiatan yang Belum
Diselesaikan sampai akhir Tahun

Anggaran 2022 dan dianggarkan



20). Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

21). Lampiran XXI

22). Lampiran XXII

23). Lampiran XXIII

24). Lampiran XXIV

25). Lampiran XXV

26). Lampiran XXVI

kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah terdiri atas :

Ikhtisar Laporan Keuangan
(Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah
Ikhtisar Laporan Keuangan
(Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Daftar Rekapitulasi Dana Desa;

Daftar Rekapitulasi Dana

Kelurahan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan  Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

Rekapitulasi  realisasi  belanja
daerah untuk pemenuhan belanja
wajib yang diamanatkan dalam
peraturan  perundang-undangan

(mandatory spending);

Ringkasan realisasi penjabaran
APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, rincian

objek, sub rincian objek,
pendapatan, belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi  realisasi  belanja
untuk Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal (SPM);



27). Lampiran XXVII : Rekapitulasi realisasi  belanja
daerah untuk penggunaan produk

dalam negeri;

28). Lampiran XXVIII : Realisasi Belanja daerah untuk
sinkronisasi program  prioritas

nasional dengan program prioritas

daerah;
29). Lampiran XXIX : Rekapitulasi realisasi belanja
daerah untuk percepatan

penurunan stunting; dan

30). Lampiran XXX : Rekapitulasi realisasi belanja
daerah dalam rangka percepatan
penghapusan kemiskinan

ekstrem.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Peraturan Daerah ini; dan

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX

Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih

lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 26 Juli 2023
; ABUPATEN LAHAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (4-66/2023).



	MEMUTUSKAN :
	Ditetapkan di  Lahat

